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BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR |5 TAHUN 2019

TENTANG

K TEKNIS PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5, pasal 44
ayat (3), pasal 54 ayat (4) c, dan pasal 106 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5495);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala



Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1222);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Daerah 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;

Bupati adalah Bupati Barito Timur;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Barito Timur;

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah,
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD,
khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa
dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil;



11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

24.

25.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;

Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan
adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa;

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Panitia Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menyelenggarakan,
mengkoordinasikan, memfasilitasi penyelesaian masalah, melakukan
bimbingan teknis, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya
disebut Panitia Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Camat dalam rangka membantu tugas Panitia Tingkat
Kabupaten.

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia
Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah
warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa
kepada Panitia Pemilihan.

Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon
Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon
yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah
calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan
pemungutan suara.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati
dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang
memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah sebutan bagi
pegawai negeri sipil.

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan
umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan
identitas dalam pemilihan Kepala Desa.

Daftar Pemilih Tambahan yang disebut DPTam adalah daftar pemilih yang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena belum terdaftar dalam
Daftar Pemilih Sementara.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa
untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.



26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
395.
36.
37.

38.
39.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala
Seksi dan Kepala Dusun.

Staf Perangkat Desa adalah staf yang terdiri dari unsur staf administrasi
dan staf non administrasi untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi
dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan
kemampuan keuangan desa.

Hari adalah hari kerja.

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Terdakwa adalah sesorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di
pengadilan.

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memeperoleh kekuatan hukum tetap.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD.

Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya
disingkat LKPPD.

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI.

Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD
di wilayah Kabupaten Barito Timur.

BAB II
AZAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis dengan berazaskan :

Moo T

langsung;
umum,
bebas;
rahasia;
jujur; dan
adil.



Bagian Kedua
Prinsip Pelaksanaan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang.

(1)

(2)

(3)

(5)

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur

pada hari dan jam yang sama.

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pertimbangan :

a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di
wilayah Kabupaten;

b. Kemampuan Keuangan daerah; dan/ atau

c. Ketersediaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi
persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka

waktu 6 (enam) tahun.

Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pemilihan Kepala Desa selanjutnya dilaksanakan 6 (enam) tahun setelah

Pemilihan Kepala Desa sebelumnya.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Jenis dan Pengelompokan Pemilihan

Pasal 5

Jenis Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

a.
b.

(1)

(2)

Pemilihan Kepala Desa.
Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama
didasarkan pada pengelompokan gelombang waktu berakhirnya masa
Jabatan kepala desa definitif.

Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa dikelompokan ke dalam
gelombang I sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) desa yang dilaksanakan
di tahun 2017.



(3) Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak dikelompokkan
kedalam gelombang II sebanyak 14 (empat belas) desa yang dilaksanakan
di tahun 2019.

(4) Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat
disatukan dengan kelompok Pilkades serentak gelombang ke II Tahun
2019.

(5) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan dalam hal sisa masa
jabatan kepala desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan

Pasal 8

(1) Tahapan Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari :

a. persiapan;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara; dan

d. penetapan

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari :

a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa
tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum
berakhir masa jabatan;

b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan
permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota
disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan;

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati
melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

(3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari :

a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9
(sembilan) Hari;

b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta
penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) Hari;

c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b
paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon,;



(4)

(5

(1)
(2)

(3)

(4)

d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala
Desa;

e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga)
Hari; dan

f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

terdiri dari :

a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau

c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu)
orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara
yang lebih luas.

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri

dari :

a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan

Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah
pemungutan suara;
b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih

kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah
menerima laporan panitia;

c. bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan
pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak
diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

d. bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa
terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan
pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Persiapan

Paragraf 1
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Paragraf 4
Panitia Pemilihan

Pasal 9

BPD dengan cara musyawarah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan Kepala Desa.

Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia
Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui
Camat.



(5)

(6)

(7)

(8)

)

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat mandiri dan tidak memihak.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur :

a. perangkat desa;

b. lembaga kemasyarakatan desa;

c. tokoh masyarakat; dan

d. keterwakilan perempuan.

Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan BPD, dengan komposisi :

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara merangkap anggota; dan

d. Anggota.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah ganjil/ gasal paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak
15 (lima belas) orang.

Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf d dapat terdiri dari koordinator persiapan dan
pendataan pemilih, koordinator penjaringan dan penyaringan, serta
koordinator logistik dan pemungutan suara.

(10) Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib

mengundurkan diri dari Kepanitiaan dan diganti dari unsur yang sama.

(11) Camat memfasilitasi kelancaran pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 10

Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas :

a.

b.

ol ol -

merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

merencanakan, mengajukan, melaksanakan dan mempertanggungjawab-
kan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan/atau kepada
pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

melakukan pendaftaran, melakukan pemutakhiran Data Pemilih dan
penetapan pemilih;

mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa;

mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
menetapkan Calon yang telah memenuhi syarat;

menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

menetapkan tata cara dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan TPS;

menyiapkan surat suara, menyiapkan kotak suara dan tempat
pemungutan suara serta perlengkapan lainnya;

melaksanakan pemungutan suara;



B

(1)

(2)

3)

menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam bentuk berita
acara dan mengumumkan hasil pemilihan;

menetapkan Calon Terpilih; dan

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 7
Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan
serta Ketentuan Pemilih

Pasal 11

Penduduk desa yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa, harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
b.

Warga Negara Republik Indonesia;

pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun
atau sudah/ pernah menikah;

berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum
disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan
penduduk yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan kependudukan dan terdaftar sebagai
pemilih;

nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya,

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat menggunakan
hak memilih.

seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu} kali dalam daftar pemilih.

Pasal 12

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa
terhadap penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.

Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

(2)

(3)

a.

- I

.

memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal
pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah,;
telah meninggal dunia;

pindah domisili ke desa lain; atau

belum terdaftar.

Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia
pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
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(3)

(1)

(2)

Pasal 13

Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),
diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau
masyarakat.

Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3

(tiga) hari.
Pasal 14

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2),
pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai
penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau
anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

pemilih yang sudah nikah di bahwah umur 17 tahun; atau

pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat sebagai
pemilih.

Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan
daftar pemilih sementara.

no o p

Pasal 15

Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia
Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih
tambahan.

Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 16

Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-
tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara
yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih
Tetap.



Pasal 18

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan
di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar
pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan
kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

(1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak
dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan
membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan
"meninggal dunia".

(2) Dalam hal Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksudn ayat (1) telah
ditetapkan ternyata ada yang meninggal dunia, maka panitia pemilihan
menambahkan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan
“meninggal dunia”.

Pasal 22

Yang berhak memilih dalam pemilihan kepala desa adalah pemilih yang telah
tercantum dalam DPT serta diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat
Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 23

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang
memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
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.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau
sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obat-obat terlarang dan
zat adiktif lainnya;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(ima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
mengenal karakteristik adat istiadat dan sosial budaya, dan
masyarakat desa yang bersangkutan;

ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus
mendapat ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian,;

Tenaga Honorer atau sebutan lain yang memperoleh pendapatan atau
gaji menggunakan dana APBD maupun APBN yang mencalonkan diri
dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat ijin tertulis dari
Pimpinan yang mengangkatnya dan membuat pernyataan bersedia
dan mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya jika terpilih dan
dilantik sebagai Kepala Desa yang disetujui oleh Pimpinan yang
berwenang;

bagi anggota TNI/ Polri, Pegawai BUMN/BUMD, anggota DPRD, DPR,
DPD, Pengurus Partai Politik, Pengurus Koperasi Unit Desa, Pengurus
atau Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pegawai
perusahaan swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala
Desa harus mengundurkan dari pekerjaan dan jabatan sebelumnya
tersebut terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;

bagi pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam
pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan
BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;

Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa yang baru menyelesaikan masa
jabatannya dalam kurun waktu sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir
terhitung sejak tanggal pendaftaran bakal calon, yang akan
mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib menyampaikan LPPD
akhir masa Jabatan dan LKPPD tahun terakhir, serta harus mendapat
rekomendasi dari Inspektorat.
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r. Mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala
Desa harus mendapat rekomendasi dari Inspektorat;

s. Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala
Desa disamping ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian juga
diharuskan mundur dari jabatannya dan menyampaikan laporan
pertanggung jawaban selama pelaksanaan tugas sebagai Pejabat
Kepala Desa dan dievaluasi oleh Bupati atau Pejabat lain yang
ditunjuk;

t. Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
mengajukan cuti terhitung sejak terdaftar sebagai calon dan harus
mendapat rekomendasi dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

u. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
mengajukan cuti terhitung sejak terdaftar sebagai bakal calon dan
harus mendapat rekomendasi dari Bupati atau Pejabat lain yang
ditunjuk;

v. Tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat, Pangulu dan
Mantir Adat;

w. Bagi Damang Kepala Adat, Pangulu Adat, dan Mantir Adat yang
mencalonkan diri wajib membuat pernyataan tertulis mengundurkan
diri dari jabatan kelembagaan adatnya jika terpilih dan dilantik
sebagai Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)

kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k adalah 3

(tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa, termasuk Kepala Desa Pengganti

Antar Waktu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d,

antara lain meliputi Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah,

dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengajuan permohonan pengunduran diri pimpinan dan anggota BPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, disampaikan kepada Bupati

melalui Camat.

Pengajuan permohonan cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf u, disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 24

Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala
Desa, wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa atau
Bupati, 3 (tiga) hari sebelum mendaftar sebagai Bakal Calon.

Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan mendaftar sebagai Bakal
Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirangkap
oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.
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Pasal 25

Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan
Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Pimpinan dan anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pergantian Antar Waktu.

Pasal 26

ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus
mendapat ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Surat permohonan ijin mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
dari ASN ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian melalui
pimpinan unit kerja ASN yang bersangkutan dengan menyertakan
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk 2 (dua) tahun terakhir.
Pimpinan kelembagaan/satuan kerja minimal setara dengan pejabat tinggi
pratama dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat
permohonan ijin mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyertakan keterangan
catatan dan pertimbangan kelayakan ASN tersebut sebagai bahan
pertimbangan bagi pejabat pembina kepegawaian untuk memberikan atau
tidak memberikan ijin mengikuti pencalonan pada pemilihan Kepala Desa.
Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan
diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara
dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya
sebagai ASN.

ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berhak mendapat Tunjangan Kepala Desa dan
Penghasilan lainnya.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 27

Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon, dengan cara :

a. mengumumkan/ mensosialisasikan rencana pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan

b. menerima pendaftaran Bakal Calon.

Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

menetapkan hasil penjaringan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Penjaringan.



(1)

{2)

Pasal 28

Bakal Calon mendaftar dengan mengajukan surat permohonan

mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa secara tertulis,

ditandatangani di atas materai Rp. 6.000 dan dibuat dalam rangkap 4

(empat).

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan yang

meliputi :

a. surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
bermaterai Rp. 6.000;

b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bermaterai Rp. 6.000;

c. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang
bersangkutan bermaterai Rp. 6.000;

d. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, apabila telah ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih bermaterai Rp. 6.000;

e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
bermaterai Rp. 6.000;

f.  fotocopy ijazah yang dimiliki dan/ atau fotocopy surat keterangan
pengganti ijazah dan fotocopy register siswa bagi yang kehilangan
ijjazah dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang;

h. fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan

keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari

Pengadilan Negeri;

I surat keterangan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindakan
pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima)
tahun dari Pengadilan Negeri;

k. surat keterangan sechat jasmani, rohani, bebas narkoba, obat-obat

terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;

daftar riwayat hidup bermaterai Rp. 6.000;

m. surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian bagi ASN;

surat ijin dari pimpinan yang berwenang atau pejabat yang

mengangkatnya untuk tenaga honor atau pegawai kontrak Instansi

Pemerintah yang dilampiri dengan surat pernyataan bersedia dan

mengundurkan diri pekerjaan sebagai tenaga honor atau pegawai

kontrak (bermaterai Rp. 6.000) jika terpilih dan dilantik sebagai

Kepala Desa yang disetujui oleh Pimpinan yang berwenang;

o. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan, secara berturut-turut ataupun tidak berturut-
turut dalam wilayah NKRI bermaterai Rp. 6.000;

p. surat ijin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari pimpinan yang
berwenang tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/
Polri, pegawai BUMN/BUMD, Pimpinan DPR, DPD, DPRD, Pengurus
Partai Politik, Pengurus Koperasi, Pengurus/Pengelola Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes), dan Pegawai Perusahaan Swasta;
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q. surat pernyataan mengundurkan diri dari pekerjaan yang memuat
pernyataan disetujui oleh Pimpinan yang berwenang bagi anggota
TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, Pimpinan DPR, DPD, DPRD,
Pengurus Partai Politik, Pengurus Koperasi Unit Desa,
Pengurus/Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pegawai
Perusahaan Swasta terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala
Desa, bermaterai Rp. 6.000;

r. surat rekomendasi yang menyatakan bersih atau tuntas temuan dari
Inspektorat bagi Kepala Desa dan mantan Kepala Desa yang
mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;

s. surat pengunduran diri bagi Penjabat Kepala Desa, pimpinan dan
anggota BPD sejak terdaftar sebagai Bakal Calon;

t. surat cuti atau permohonan cuti terhitung mulai sejak terdaftar
sebagai Calon bagi Kepala Desa;

u. surat cuti atau permohonan cuti terhitung mulai sejak terdaftar
sebagai Bakal Calon bagi Perangkat Desa;

v. bagi Damang Kepala Adat, Let Perdamaian Adat Kecamatan, Pangulu
dan Mantir Adat Desa yang mencalonkan diri melampirkan
pernyataan tertulis mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan
adatnya jika terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa, bermeterai
cukup.

w. pas photo terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan

x. naskah tertulis rencana kerja Bakal Calon; dan
z. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian.
Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 waktu setempat dan ditutup
tepat pada pukul 14.30 waktu setempat sesuai jam disekretariat panitia
pemilihan.
Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam
rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang
bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup
ternyata pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan
memperpanjang waktu pendaftaran kembali selama 20 (dua Puluh) hari,
dan apabila pada waktu tersebut masih tidak ada pendaftar maka Bupati
menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan gelombang
berikutnya.

Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masa

jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa

dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
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Paragraf 3
Penyaringan, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 29

Bakal Calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling
banyak S5 (lima) orang;
Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon melalui penelitian
kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta klarifikasi
Bakal Calon.
Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2
(dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan
menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
Dalam hal Bakal Calon yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan
melakukan penjaringan dan penyaringan ulang selama 20 (dua puluh)
hari.
Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2
(dua) orang, setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa sampai dengan gelombang berikutnya.
Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masa
jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa
dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia
Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan Kriteria,
bobot dan skor dengan rentang skor dari 0 s/d 100, dengan perincian
sebagai berikut :
a. kriteria a pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, bobot 15 % :

1). 1 s/d 5 tahun, skor = 20;

2). 5 < sampai dengan 10 tahun, skor = 40;

3). 10 < sampai dengan 15 tahun, skor = 60;

4). 15 < sampai dengan 20 tahun, skor = 80;

5). > 20 tahun, skor = 100;
b. kriteria b tingkat pendidikan, bobot 15 % :

1). berijazah SMP /sederajad, skor = 20;

2). berijazah SMA/ sederajad, skor = 40;

3). berijazah Diploma III , skor = 60;

4). berijazah Sarjana , skor = 80;

5). berijazah Pascasarjana, skor = 100;
c. kriteria ¢ usia, bobot 15 % :

1). 25 s/d 40 tahun, skor = 100;

2). 40 < sampai dengan 50 tahun, skor = 70;

3). 50 < sampai dengan 60 tahun, skor = 40;

4). diatas 60 tahun, skor = 20;
d. kriteria d ujian tertulis, meliputi materi Pancasila dan UUD 1945,

sosial budaya dan pengetahuan pemerintahan khususnya

pemerintahan desa, bobot 55 %;
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e. Total nilai (N) adalah jumlah dari skor (s) dikalikan bobot (b) pada
masing masing kriteria, atau dengan rumus N = Y (s x b) kriteria a, b,
c dan d.
dengan keterangan :

= Nilai ;

= jumlah komulatif kriteriaa , b, cdan d ;

= skor ;

= bobot.

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d,

diselenggarakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten.

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diselenggarakan

berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan.

T v Mz

Pasal 30

Calon ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan Berita
Acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa setelah terpenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri;
Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan kepada masyarakat di Kantor/Balai Desa, di tempat umum
dan di tempat strategis lainnya.

Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon kepada BPD,
sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 4
Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye

Pasal 31

Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar Calon berupa nomor urut,

nama dan foto.
Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah Calon.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 32

Pelaksanaan kampanye Calon paling lama 3 (tiga) hari sebelum
dimulainya masa tenang.

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan
melalui :

a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;

c. dialog;

d.

penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat desa;



(3)

(4)

)

(6)

e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang
ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan

f. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Kampanye dilaksanakan oleh Calon dengan ketentuan :

a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan Calon;

b. kampanye dilaksanakan dengan pertemuan terbatas/ tatap muka/
dialog/ penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat desa/
pemasangan alat peraga.

c. pemasangan tanda gambar Calon di lingkungan Balai Desa dan TPS
dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

d. materi kampanye berisi program kerja bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

e. tempat pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
dan

f. pelaksanaan kampanye diatur melalui undian oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa.

Materi Kampanye dilarang :

a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/ atau Calon
Kepala Desa yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;

e. menggangu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

f.  mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunakan kekerasan kepada seseorang, sekelompok masyarakat
dan/ atau Calon yang lain;

g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang

lain;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan sarana
pendidikan;

1. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon lain
selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan;

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada

peserta kampanye; dan

k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan dan
konvoi kendaraan bermotor.

Calon dan/ atau pelaksana kampanye untuk Calon Kepala Desa dalam

melaksanakan kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan:

a. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa;

b. Perangkat Desa;

c. Ketua dan/ atau Sekretaris dan/ atau anggota BPD.

Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan (5) akan dikenakan sanksi :

a. peringatan tertulis, apabila pelaksanaan kampanye melanggar
larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
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b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran
atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap
keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak

diindahkan oleh pelaksana kampanye, berakibat batalnya keikutsertaan

Calon dalam Pemilihan Kepala Desa.

Pengaturan jadwal kampanye dan bentuk kampanye sccara teknis diatur

lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 5
Masa Tenang

Pasal 33

Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.

Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai saat
berakhirnya masa kampanye sampai hari pemungutan suara.

Dalam masa tenang masing-masing calon dan para pendukungnya
dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.
Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam
Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 34

TPS berada ditempat umum atau keramaian dalam wilayah administrasi
desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan
tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1
(satu) TPS paling sedikit 100 (seratus) pemilih dan paling banyak 500
(lima ratus) pemilih.

Panitia Pemilihan diharuskan menyediakan TPS khusus, bagi pemilih:

a. yang sedang menjalani rawat inap di Puskemas atau Rumah Sakit;

b. pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara; dan

c. pemilih yang tidak dapat mendatangi TPS dengan alasan tertentu.

TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari
pemungutan suara.

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat
yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin
setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil.



Pasal 35

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.

(1)

(2)

3)

(4)
(5)
©)

(1)

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 36

Panitia Pemilihan mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan
pemungutan suara kepada masyarakat dimasing-masing TPS dan di
tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.

Sebelum menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang
telah terdaftar sebagai pemilih Panitia Pemilihan melakukan pengecekan
untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan
Berita Acara.

Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa
yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan
sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh
Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

Setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai
dengan tanda terima.

Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam DPT sampai dengan
waktu pemungutan suara dilaksanakan belum menerima undangan,
maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi Panitia
Pemilihan untuk mendapatkan undangan.

Paragraf 3
Penyiapan Kelengkapan Peralatan Pemungutan
dan Penghitungan Suara

Pasal 37

Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan

menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan

penghitungan suara, terdiri dari :

a. kotak suara sebanyak jumlah TPS;

bilik suara sebanyak jumlah TPS;

DPT masing-masing TPS;

surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per

seratus) dari DPT;

alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;

panggung untuk para Calon;

g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, saksi, tamu undangan dan
pemilih;

h. sound system,;

i. papan penghitungan suara;

aog
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j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sahj;

k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;

1. bantalan untuk alas penjoblosan;

m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah
menggunakan hak pilihnya;

n. tenda sesuai dengan kebutuhan;

o. jam dinding;

p. alat dokumentasi;

q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;

r. photo berwarna Calon ukuran 20 R sesuai dengan bilik suara.

Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan
dan kerahasiaan;

b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada
sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;

c. disiapkan kunci.

Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi

unsur keamanan dan kerahasiaan.

Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 4,

digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.

Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah

dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicap paling

lambat 1 (satu) hari sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara

dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara,

untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya

disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin

keamanannya.

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 38

Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
mulai pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib

waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengacu pada jam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 39

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sebagai berikut :

a.
b.
£

Pembukaan;

penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;

Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk
melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
Membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
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Setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak
suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia
Pemilihan;

Calon menempati tempat yang telah disediakan;

Pemungutan suara;

Penandatanganan berita acara pemungutan suara;

Penghitungan Suara;

Penandatanganan berita acara penghitungan suara;

Pengumuman hasil Pemungutan suara.

Pasal 40

Calon pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara oleh Panitia
Pemilihan ditempatkan di Kantor Desa.

Panitia Pemilihan dan Calon dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS
sesuai DPT yang bersangkutan.

dalam hal situasi dan kondisi tidak memungkinkan di Kantor Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon dapat di tempatkan di tempat
lainnya yang layak dan tidak berpotensi/ menimbulkan gangguan proses
pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 41

Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam
surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik TPS.
Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1
(satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia
Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau
rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah
menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibuatkan Berita Acara.

Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan
cara mencoblos salah satu foto Calon yang ada dalam surat suara sesuai
pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.

Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali
sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak
suara yang telah disediakan berdasarkan kedusunan, selanjutnya pemilih
menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta
yang disediakan.
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Pasal 42

Panitia Pemilihan dapat mengundang Panitia Tingkat Kabupaten, Panitia
Tingkat Kecamatan, Panitia Pengawas maupun lembaga pemantau
independen dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana
dimaksud ayat (1).

Pasal 43

BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir
ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum
pelaksanaan pemungutan suara.

Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon wajib hadir di TPS dan
menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,
kehadirannya digantikan dengan photo yang bersangkutan berukuran 20
(dua puluh) R.

Penempatan duduk calon dan photo calon harus sesuai dengan urutan
yang ada dalam surat suara.

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan
membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 44

penyandang Disabilitas yang mempunyai hak pilih pada saat memberikan
suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas
permintaan pemilih.

Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang
bersangkutan.

Pasal 45

Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :

a. pemungutan suara akan segera ditutup;

b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum
menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;

c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum
hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah

ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan

Penghitungan Suara.

Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta

Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
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Paragraf 5
Penghitungan Suara

Pasal 46

Panita Pemilihan melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan

suara di TPS dinyatakan selesai.

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana

penghitungan suara serta menghitung :

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT

untuk TPS;

b. jumlah pemilih dari TPS lain;

c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan

Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia

Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi

Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan

Penghitungan Suara dengan suatu Berita Acara.

Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk

melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.

Penghitungan Suara dilakukan sesuai TPS masing masing.

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan

dengan cara :

a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;

b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut
perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan
selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;

c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di
papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan
penjumlahan terhadap Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (6).

Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara

yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk

oleh masing-masing Calon dan/ atau masyarakat setempat.

(10) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan

suara dan penghitungan suara di TPS.

(11) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua Panita Pemilihan

membuat Berita Acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara
yang ditandatangani oleh Ketua Panita Pemilihan dan saksi serta
mengumumbkan hasil penghitungan suara.

(12) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon

Terpilih.
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Paragraf 6
Keabsahan Suara, Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih
Dengan Suara Terbanyak dan Dengan Suara Terbanyak Sama

Pasal 47

Surat suara pemilihan Kepala Desa, dinyatakan sah, apabila :

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa;

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang
memuat foto gambar 1 (satu) Calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, foto gambar dan nama Calon yang telah ditentukan;
atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak
segi empat yang memuat nomor foto gambar dan nama Calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang
memuat nomor, foto gambar dan nama Calon; dan

f. Lubang tanda coblos sebagaimana dimaksud huruf b, huruf ¢, huruf
d dan huruf e adalah dengan besaran yang terlihat wajar sesuai
dengan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Apabila terdapat tanda coblos di luar kotak segi empat yang memuat

tanda gambar Calon, sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu

kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang

memuat tanda gambar Calon, surat suara dinyatakan sah.

Pasal 48

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada pasal 47, Alasan-alasan yang menyebabkan
Surat Suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan
pemungutan suara.

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 49

Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah,
ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu)
orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara
yang lebih luas.

calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih
luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon yang meraih suara
terbanyak pada TPS yang mencakup jumlah Rt dan/atau dusun
terbanyak.

jika tidak terdapat TPS yang mencakup jumlah Rt dan/atau dusun
terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka calon terpilih
ditetapkan berdasarkan perolehan suara pada TPS yang memiliki jumlah
pemilih yang hadir terbanyak.
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jilka hanya terdapat 1 (satu) TPS, maka penentuan calon terpilih
dilakukan melalui penilaian berdasarkan Kkriteria, bobot dan skor

sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (7) dan ayat (8).

Paragraf 7
Saksi

Pasal 50

Calon berhak menugaskan saksi pada:

a. penetapan DPT;

b. penghitungan surat suara di meja penghitungan;

c. penghitungan suara di papan penghitungan; dan

d. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.

Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat
dalam daftar pemilih.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sesuai dengan
kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat
tugas/mandat dari Calon.

Surat tugas/mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
kepada Panitia Pemilihan pada saat melaksanakan tugas.

Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara oleh
saksi tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan
Kepala Desa.

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam Berita Acara.

Bagian Keenam
Penetapan

Paragraf 1
Penetapan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 51

Calon Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
Keputusan penetapan nama Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lama 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara
dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi
calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu)
eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.



(5)

(6)

(8)

(1)

(2)

(1)

(2)

BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan penetapan oleh

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan

nama Calon Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :

a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan
Calon Terpilih;

b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;

c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara
terbuka;

d. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia

Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD

menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan

pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

Setelah masing-masing 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak

menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil

penghitungan suara kepada Bupati untuk disahkan.

Bupati mengangkat dan mengesahkan Calon Terpilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menjadi Kepala Desa, paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil

pemilihan dari BPD atau Camat dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 52

Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan
mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan
pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan Berita Acara.
Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

DPS;

DFPT;

Surat Suara;

Surat Undangan;

Dokumen;

Surat/logistik lainnya.

mo e TP

Paragraf 2
Keberatan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 53

Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa, hanya dapat
diajukan oleh Calon kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu
sampai dengan 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan
hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon.



(3)

(4)

(5)

Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan
dari Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, Camat dan Tim yang
dibentuk oleh Bupati.

Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat final dan
mengikat.

Pasal 54

Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), masih terdapat pengajuan keberatan atas
penetapan Calon Terpilih, pelantikan Calon Terpilih tetap dilaksanakan.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 55

Calon Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil
pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Calon Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan
Bupati tentang pengesahan Kepala Desa.

Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk secara serentak di ibukota Kabupaten.

waktu dan tempat pelaksanaan pelantikan di tentukan oleh Bupati dan
mempertimbangkan masukan dari panitia pilkades tingkat kabupaten.

Paragraf 4
Pertanggungjawaban Panitia Pemilihan

Pasal 56

Panitia Pemilihan wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugasnya kepada BPD dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
Panitia Pemilihan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.



(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU

Pasal 57

BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu.
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
pimpinan BPD.

Panitia Pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu terdiri atas
Perangkat Desa dan unsur masyarakat.

Panitia pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu sebagaimana
dimaksud ayat (3) jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan
kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Panitia pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu sebagaimana
dimaksud ayat bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 58

Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2), ayat
(3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6),Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 berlaku
mutatis mutandis terhadap persyaratan calon kepala desa pengganti antar
waktu.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 59

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon, serta penetapan
dan pengumuman calon kepala Desa pengganti antar waktu.

Penjaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 27
ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku mutatis
mutandis terhadap persyaratan calon kepala desa pengganti antar waktu.
Penyaringan bakal calon Kepala Desa pengganti antar waktu menjadi
calon Kepala Desa pengganti antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua)
orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

Penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 29
ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap persyaratan calon kepala desa
pengganti antar waktu.

Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi
tambahan.

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kriteria
penilaian terdiri atas :

a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan;
b. Tingkat pendidikan;

c. Usia;

d.

Ujian tertulis wawasan dan pengetahuan.



(8)

©)

(1)

(2)

(3)

Teknis penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
adalah sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (7) dan ayat (8) berlaku
mutatis mutandis terhadap persyaratan calon kepala desa pengganti antar
waktu.

Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang,
panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh)
hari.

Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua)
orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa
sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 60

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan :

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD
paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak
Kepala Desa diberhentikan;

b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
panitia terbentuk;

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
diajukan oleh panitia pemilihan;

d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia
pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh
panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan
paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang
calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah
Desa.

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang
teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah
Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa pengganti antar waktu
oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui
mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara
yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan
kepada musyawarah Desa; dan

e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa yang dituangkan
kedalam Berita Acara Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan
Keputusan Ketua BPD.

BPD bersama Pemerintah Desa bermusyawarah untuk membahas dan

menentukan jumlah peserta musyawarah desa pemilihan Kepala Desa

pengganti antar waktu dengan memperhatikan jumlah penduduk yang

mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD

dilampirkan Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat.

Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

melibatkan unsur BPD dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:

tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat setempat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai

huruf j adalah perwakilan masyarakat dengan jumlah yang sama dari

setiap dusun dan Rt.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k diwakili

paling banyak 5 (lima) orang dengan jumlah yang sama dari setiap dusun

dan Rt.

BPD mengumumkan secara terbuka hasil Musyawarah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari untuk mendapat tanggapan

dan masukan dari masyarakat.

R @ e pe o

(10) BPD mengumumkan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

sebatas penyampaian ke masyarakat.

(11) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:

a. Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa pengganti
antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa
mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;

b. Ketua BPD melaporkan calon Kepala Desa pengganti antar waktu
terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7
(tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

c. Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan
calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya laporan dari BPD; dan



d. Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk melantik calon Kepala
Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan
keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih
dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(12) Waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (11) dapat
dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Pasal 61

Untuk pertimbangan kemudahan dan efektivitas, pemilihan kepala desa
pengganti antar waktu dapat di satukan proses pelaksanaannya dengan

pilkades serentak.

(1)
(2)

(4)

()

(1)

Bagian Ketiga
Serah Terima Jabatan

Pasal 62

Serah terima jabatan dilaksanakan setelah pelantikan.
Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/
janji dan pelantikan calon terpilih setelah penyematan tanda jabatan
bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas :
Pendahuluan.
Monografi Desa.
Pelaksanaan program kerja tahun lalu.
Rencana program yang akan datang.
Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana
kegiatan setahun terakhir.
f. Hambatan yang dihadapi.

Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
Camat berkewajiban membina dan memfasilitasi penyiapan dokumen-
dokumen untuk keperluan serah terima jabatan Kepala Desa.

SRS

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

Bupati dan Camat membina dan mengawasi proses pemilihan Kepala
Desa.



(2)

(3)

(4)

(1)

2)

3)
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(9)
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(1)

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. memberikan pedoman, standar pelaksanaan, petunjuk dan arahan
dalam rangka proses pemilihan Kepala Desa;

b. melakukan evaluasi proses pemilihan Kepala Desa;

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana

dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :

a. memberikan petunjuk dan arahan dalam rangka proses pemilihan
Kepala Desa;

b. memfasilitasi kelancaran proses pemilihan Kepala Desa;

Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pembinaan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

kepada Camat.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 64

Dana Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang
pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD
Kabupaten dalam bentuk dana bantuan atau hibah kepada Panitia
Pemilihan Kepala Desa, dan/atau dialokasikan ke dalam APBDes,
dan/atau dialokasikan pada dana kegiatan OPD yang menangani.

Dana Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan lainnya,
honorarium panitia dan biaya pelantikan.

Dana Pemilihan Kepala Desa untuk mendukung tugas-tugas Panitia
pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dialokasikan dari APBD
Kabupaten kepada Anggaran OPD yang menangani.

Dana Pemilihan Kepala Desa untuk mendukung tugas-tugas Panitia
Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dialokasikan dari APBD
Kabupaten kepada anggaran Pemerintah Kecamatan.

Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu dibebankan pada APBDes.
Dana untuk kelancaran Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu,
Pemerintah Desa atas persetujuan BPD dapat melakukan perubahan
APBDes diluar jadwal reguler perubahan APBDes dan/atau penganggaran
biaya Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu lintas tahun
anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 65
format kelengkapan administrasi dalam rangka proses Pilkades

sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(2) Panitia Pemilihan dapat membuat format kelengkapan administrasi selain
yang di atur dalam Peraturan Bupati ini dalam hal dianggap perlu untuk
kelancaran proses pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan
serta tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Barito
Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 2) dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 67
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 18 SEPEWBER. 2019

BUPATI BARITO TIMUR,

AMP/ERA‘E. . AS

Diundangkan di Tamiang Layang - _
pada tanggal 2019 | BAGIAN PEMUM | PARAF
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKDA -y
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BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 19,



PENJELASAN
ATAS |
PERATURAN BUPATI HABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR \5 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA

UMUM

Bahwa Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk melaksanakan
ketentuan pasal 5, pasal 44 ayat (3), pasal 54 ayat (4) ¢, dan pasal 106
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
mengingat bahwa Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 2), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 5) sudah tidak sesuai dengan
tuntutan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Perturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendgri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 66 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Mendagri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagrn Nomor 67
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendgri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perubahan yang terjadi dalam Peraturan Bupati ini, diantaranya
masalah tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara
bergelombang, pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, persyaratan calon,
penetapan Bakal Calon menjadi Calon yang berhak untuk dipilih dalam
pemilihan Kepala Desa, kampanye, masa tenang dan penetapan Calon
dan pelantikan termasuk pengaturan bagi calon terpilih yang tersangkut
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I1.

masalah pidana, serta kriteria penilaian dalam seleksi tambahan Calon
bagi Kepala Desa yang melebihi ketentuan menggunakan bobot dan skor
disamping ujian tertulis.

Peraturan Bupati ini dijadikan acuan atau pedoman bagi
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, BPD dan pemangku
kepentingan lainnya dengan menggunakan azas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, adil, transparan dan akuntabel diharapkan
penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa dapat berlangsung secara demokratis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalam rangka
menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan
Pengangkatan Kepala Desa.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (D)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
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Pasal 8
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat {2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jelas



Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3}
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
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Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat {7}
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 29
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (b)

Cukup jelas
Ayat (6] .

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4}

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat {2}

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36

Avat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
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Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Avyat (5)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat {3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) -
Cukup jelas
Ayat (4}
Cukup jelas
Ayat (5}
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat {(10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
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Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Avat (5)
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat {(4)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5}
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat {5}
Cukup jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2}
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5}
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Format Administrasi Dan Sarana Prasaran Pemilihan Kepala Desa

I. Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Surat BPD kepada Kepala Desa
tentang Pemberitahuan Akhir Masa
Jabatan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)
DESA LR R R EREREENEEEE RN E N RN ER RN NN NN NN
KECAMATAN i s asns i s an s s
JAlan .o
e T e e e e e
.................. T . ) |
Kepada
.................................... Yth. Sdr.KepalaDesa........................
Penting Kecamatan.............covvnnn, e
di-
Pemberitahuan Akhir Tempat

Masa Jabatan Kepala Desa

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa Jjabatan Kepala
Bésa. coscommmna Kecamatan................... , dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Timur Nomor ....... Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa, bahwa BPD harus memberitahukan akhir masa jabatan Kepala
Desa 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatannya, dan Kepala Desa wajib menyampaikan
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati
melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa saudara sebagai

Kepala Desa ........... Kecamatan............... akan berakhir masa jabatannya pada tanggal....
| 11151 DA — tahun ...... sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor
.......... tentang  ..............ccccceeiiieeene.....  dan  saudara menyampaikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui
Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1.
24
3.

Camat

Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
Kabag Pemerintahan Umum di Tamiang Layang



Surat Undangan Rapat
Paripurna Khusus Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA «.oooeeeeeeeeereeeneneneeens

RECAMATAN wommmmaimasssisasa s
Jalan ..o
.................. PR — |
Kepada

NOMGE | covssvenianssisaesivimins ¥th: LSdr(l) comesmamaones i

Lampiran : - (Anggota BPD)

Perihal :  Undangan R
(Masyarakat/Tokoch Masyarakat/dll)
-Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala dan
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa............. ... Kecamatan............ Tahun.......

dengan ini kami mengundang kehadiran saudara pada :

Hari . . T

Tanggal R s

Pukul -

Tempat T e

Acara : Rapat Khusus Pembahasan dan Persetujuan Penetapan Panitia
Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
o IAPMPRRIIE. < | || 1.1 .11 SRR Tahun ......

Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima
kasih.

Tembusan :
1. Yith. Camat ... comsmmns s omwmses
2.Yth.KepalaDesa .................

(Point 1 dan 2 dimohon kehadirannya)



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .........ccc... KECAMATAN ........cccoue. KABUPATEN ........cccouucn TAHUN 2019
Hari dan Tanggal : .....ccoccvenninanecissnecnnienssns

NO. NAMA ALAMAT KEDUDUKAN/JABATAN TANDA TANGAN

B | R

dst




Berita Acara Rapat Paripurna
Khusus Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA ©.oveeeeeeeeenereerssiennnsens

BERITA ACARA
PARIPURNA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ..ccovvviieinnnannnn.
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .......... sigsa KECAMATAN .....covvvnnnnnnna
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019

JM115T1170] O

Pada hariint ............... tanggal ............. bulan ................ tahun dua ribu .......... ,» kami
yang beratanda tangan di bawah ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ............. Kecamatan
................ Kabupaten Barito Timur yang diangkat dengan Keputusan Bupati Barito TimurNomor :
................ tanggal .............tenfaANG.........ciiiiiiiiiiii i enen ., dengan mengingat Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah sama-sama
mengadakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ............... Kecamatan.................
i 11111« (———

Desa.......coeeennenn, Kecamatan............... Tahun......... adalah sebagai berikut :
Pembina dan Penanggung Jawab : 1. Kepala/Pj.Kepala Desa
2. Ketua BPD

1. Ketua ¥ e

2. Sekretaris B msvessonas R AN

3. Bendahara

merangkap Anggota DS s s

4. Anggota
I cmmemmpsmummsse (koordinator persiapan dan pendataan pemilih)
Dy e ( koordinator penjaringan dan penyaringan)
£ T e SN Ty ( koordinator logistik dan pemungutan suara)
A

5. dst disesuaikan.

Kecamatan............... Tahun......... adalah sebagai berikut :
1. Ketua i mewwarmEReEaR AR
2. Sekretaris F oot sl
3. Bendahara
Merangkap Anggota: .......cocviiiiiiiiiian
4. Anggota :
I seessssnasnmsn
B N
L .
Bis oo e R



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..o, KECAMATAN ... KABUPATEN ..........
NO NAMA I KEDUDUKAN TANDA TANGAN
1. KETUA 1. 1
2. SEKRETARIS 2. .
3. BENDAHARA = .
4, ANGGOTA 4, .
5. ANGGOTA S w
6. ANGGOTA -
7. ANGGOTA T
Dst. ANGGOTA 8. .
KETUA BPD .............
Tanda Tangan Dan
Stempel Cap
.......... NAMA.............



Keputusan Ketua BPD tentang
Penetapan Panitia Pemilihan
Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA ...
KECANMATAI sxo 555550 assppmmpenramressmss

JAlAN Lo

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......cc.ccooeen.n.

NOIOT £ s vivovveviasviass

Tentang:

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ............... DAN PANITIA

Menimbang

Mengingat

PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA ........
KECAMATAN

................... KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN........

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ............ccoveuee. i

a.

bahwa dalam rangka keberhasilan Pemilihan Kepala Desa di Desa
........... Kecamatan..........maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan
Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu penetapan Keputusan BPD tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan
Kepala Desa ........c.cc....... Kecamatan......... Tahun....... :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomeor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 180);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
‘Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 41;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor ..... Tahun .....
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KabupatenBarito Timur Tahun Anggaran 2019 ;



